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Abstract (English)  

This study aims to analyze and determine the Implementation of Street 

Children Development Policy in Pekanbaru City and the inhibiting factors. 

This study uses a descriptive qualitative method, with observation, interview 

and documentation data collection techniques. The results of the study indicate 

that the communication carried out by the Social Service with related 

stakeholders has not run as expected so that there are still complaints from the 

social institutions. The human resources owned by the Social Service are 

sufficient, but the budget resources are considered still lacking. The disposition 

carried out by the Pekanbaru City Social Service and related parties can be said 

to be quite good, but has not succeeded in reducing the number of street 

children. The bureaucratic structure of the Social Service is quite good, it's just 

that the SOP implemented in the street children development program has not 

run optimally. The factors that inhibit the implementation of the street children 

development policy in Pekanbaru City are the factors of parents who are less 

concerned and the mental factors of children who are difficult to change. 
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Abstrak (Indonesia) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi 

Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru dan faktor yang 

menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Komunikasi yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial dengan stakeholder terkait belum berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan sehingga masih terdapat keluhan dari pihak panti 

sosial. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial sudah cukup akan tetapi 

sumber daya anggaran dinilai masih kurang. Disposisi yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pihak terkait dapat dikatakan cukup baik, 

akan tetapi belum berhasil menurunkan jumlah anak jalanan. Struktur Birokrasi 

Dinas Sosial sudah cukup baik, hanya saja SOP yang dilaksanakan dalam 

program pembinaan anak jalanan belum berjalan maksimal. Adapun faktor 

yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di 

Kota Pekanbaru yaitu faktor orangtua yang kurang peduli dan faktor mental 

anak yang sulit dirubah. 
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Pendahuluan  

Sampai saat ini, Indonesia masih tergolong Negara yang sedang berkembang dan belum 

mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Dari  beberapa banyak masalah sosial yang ada sampai 

saat ini, anak jalanan adalah masalah yang perlu di perhatikan lebih oleh pemerintah, karena saat 

ini masalah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan kota-kota besar seperti Kota Pekanbaru. 

Menurut Departemen Sosial RI (2021), Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian 

besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari- hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah 

atau berkeliaran di jalan dan tempat- tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, 

berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, 
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penampilannya kebanyakan kusam dan pakain tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Anak jalanan 

merupakan suatu komunitas yang berada di jalanan. Dalam kesehariannya, anak-anak dijalanan 

melakukan interaksi dengan berbagai elemen sosial yang ada dijalanan, baik sesama anak maupun 

orang dewasa dengan berbagai latar belakang dan profesi. Anak jalanan dibagi menjadi dua 

kategori. Pertama, anak jalanan yang punya komunitas. Mereka masih memiliki orang tua, ada 

tempat tinggal yang jelas meski di pinggir-pinggir gang sebagai kaum urban. Kedua, anak jalanan 

gelandangan (Suryadi, Fuad dan Badar, 2020). 

Sebagaimana anak-anak lain, anak jalanan juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayan 

yang layak agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan masa berkembang baik perkembangan fisik 

maupun mentalnya, seperti mendapatkan hak pendidikan, pelayanan kesehatan, bermain dan 

sebagainya. Adapun program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kota Pekanbaru dalam 

menangani anak jalanan sepanjang tahun 2020 - 2023 adalah : 

1. Reunifikasi (dipertemukan dengan orangtua/keluarga) 

2. Mendapatkan jaminan sosial (kesehatan, tempat tinggal dan makan) 

3. Refral (dirujuk ke panti sosial) 

Beberapa program kegiatan diatas dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru setiap 

tahunnya yang selalu sama dan tidak ada perbedaan sama sekali. Sehingga dapat dikatakan 

bahwasanya Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum memiliki program ataupun perencanaan yang 

matang untuk segera menyelesaikan persoalan anak jalanan ataupun meningkatkan program untuk 

melakukan pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru. 

Perlindungan khusus anak jalanan ini sanghat penting dilakukan, sehingga pemerintah 

mengeluarkan kebijakan yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 

Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Perda tersebut Pemerintah Daerah 

bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru, sasaran dari 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan 

yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, 

ketelantaran, seperti yang dirasakan oleh anak jalanan. Sasaran dari penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial seperti anak jalanan berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah. 

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan 

pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan 

dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial 

dan perlindungan sosial. 

Pada Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwasanya subjek dari Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi sasaran dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial 

terdiri atas a) anak balitas terlantar; b) anak terlantar; c) anak yang berhadapan dengan hukum; d) 

anak jalanan; e) anak dengan kedisabilitasan; f) anak yang menjadi korban tindak kekerasan; g) 
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anak yang memerlukan perlindungan khusus; h) lanjut usia terlantar ; i) penyandang disabilitas ; 

j) tuna susila ; k) gelandangan ; l) pengemis ; m) pemulung ; n) kelompok minoritas ; o) bekas 

warga binaan LAPAS ; p) orang dengan HIV/AIDS ; q) korban penyalahgunaan NAPZA ; r) 

korban trafficking ; s) korban tidak kekerasan ; t) pekerja migran bermasalah sosial ; u) korban 

bencana alam ; v) korban bencana sosial ; w) perempuan rawan sosial ekonomi ; x) fakir miskis ; 

y) keluarga bermasalah sosial psikologis ; z) komunitas adat terpencil. Dari semua subjek PPKS 

yang disebutkan didalam Pasal 34 tersebut maka salah satu menjadi sasaran penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial adalah Anak Jalanan. Jumlah anak jalanan tersebut bisa kita lihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 1 Jumlah Anak Jalanan Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru 

No Tahun 

Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis 

Kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 2019 10 orang 9 orang 19 orang 

2 2020 13 orang 15 orang 28 orang 

3 2021 41 orang 44 orang 85 orang 

4 2022 28 orang 30 orang 58 orang 

5 2023 37 orang 40 orang 77 orang 

Jumlah 129 orang 138 orang 267 orang 

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2024 

Peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam pembinaan anak jalanan. Sehingga dengan 

adanya Peran Dinas Sosial lah dapat mengurangi anak jalanan. Oleh karena itu Dinas Sosial selaku 

bidang kesejahteraan sosial memberikan motivasi atau pelayanan terhadap anak jalanan yang ada. 

Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai instansi atau organisasi publik yang 

melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang sosial, asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh 

karena itu pemerintah kota pekanbaru membentuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang merupakan 

salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial dan 

perlindungan anak. Sehingga dengan adanya Peran Dinas Sosial lah dapat mengurangi anak 

jalanan. 

Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwasanya sasaran dan penggolongan 

klaster rehabilitasi sosial dasar ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial 

meliputi: a) anak yang memerlukan perlindungan khusus ; b) anak yang memerlukan 

pengembangan fungsi sosial ; c) anak jalanan ; d) anak balita ; e) anak terlantar ; f) penyandang 

disabilitas terlantar ; g) penyandang disabilitas non terlantar ; h) tuna sosial ; i) korban perdagangan 

orang ; j) korban tidak kekerasan ; k) lanjut usia terlantar ; l) lanjut usia non terlantar; dan m) 

korban penyalahgunaan NAPZA. Dari sekian sasasran dan penggolongan untuk klaster rehabilitasi 

sosial dasar maka anak jalanan termasuk didalamnya. 

Selain melakukan program kegiatan pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru 

seperti reunifikasi, mendapatkan jaminan sosial dan Refral yang dinilai belum berhasil, Dinas 

Sosial juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait dan belum 
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maksimal. Persoalan lain yang dihadapi Dinas Sosial dalam meyelesaikan masalah anak jalanan 

adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki. Kemudian juga dilakukan beberapa program lain 

mengenai pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru, hal tersebut mencakup tiga bentuk 

pembinaan yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.  

Terdapat 3 program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pembinaan 

anak jalanan. Dimana 3 program tersebut memiliki masing-masing 3 turunan program dengan 

beberapa pihak terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Akan tetapi program tersebut dinilai 

belum maksimal pelaksanaanya, hal tersebut karena anak jalanan di Kota Pekanbaru jumlahnya 

tidak berkurang signifikan setiap tahun. Bahkan masih ada anak jalanan yang telah menerima 

pembinaan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru malah kembali ke jalanan setelah menerima 

pembinaan. 

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023 disebutkan bahwa anggaran yang dikucurkan untuk program 

penbinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial adalah 2,2 milliar rupiah. 

Sedangkan anggaran yang dibutuhkan lebih dari itu menurut salah seorang pegawai yang ada di 

Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Nilai ini dinilai masih kurang karena kebutuhan dalam 

menyelesaikan persoalan anak jalanan lebih dari itu. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan atau 

yang menjadi fenomena dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Masih banyaknya anak jalanana yang berkeliaran di Kota Pekanbaru dan jumlahnya tidak 

mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya. 

2. Program yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Pekanbaru belum menjadikan jumlah 

anak jalanan di Kota Pekanbaru menjadi berkurang. 

3. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terutama dari segi anggaran 

dinilai masih menjadi kendala dalam menyelesaikan permasalahan pembinaan anak 

jalanan. 

 

Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif 

untuk menggambarkan keadaan permasalahan yang terjadi secara rinci dan aktual. Metode 

deskriptif merupakan metode yang berfokus kepada permasalahan serta fenomena yang terjadi 

pada saat dilakukan penelitian, selain daripada itu juga memaparkan fakta terkait permasalahan 

dan disertai interpretasi masalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data yakni berupa ucapan, 

tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan di Kota 

Pekanbaru terutama di Kantor Dinas Sosial yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja Nomor 

6 Pekanbaru. Selain itu juga dilakukan observasi pada beberapa titik Kota Pekanbaru yang terdapat 

banyak anak jalanannya. 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Adapun 

yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 
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Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru Bidang Pekerja Sosial, Komandan Regu Patroli Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Unit Pelaksana Teknis 

Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk Dinas Sosial Provinsi Riau, dan beberapa orang anak 

jalanan. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

Selanjutnya teknik analisis data dilakukan dari awal hingga selesai kegiatan yaitu pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

 

Hasil dan Pembahasan 

Perumusan kebijakan baik itu menyangkut program ataupun kegiatan- kegiatan, selalu 

diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Begitupun seharusnya bagi 

perumusan kebijakan terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru. Sehingga pemerintah Kota 

Pekanbaru merumuskan pula sebuah Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sebagai acuan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota 

Pekanbaru saat ini. Betapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan 

banyak berarti. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme 

penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, 

melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh 

apa dari suatu kebijakan. Sehingga kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dapat terlaksana 

dengan baik sesuai dengan perencanaan awalnya. 

Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru 

Dalam mengkaji implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru maka 

penulis berfokus pada faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

implementasi kebijakan tersebut. Menurut George Edward III (dalam Subarsono, 2021) ada 4 

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi 

dan Struktur Birokrasi. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut yang akan 

dijabarkan pada bab hasil dan pembahasan penelitian. 

 

1. Komunikasi 

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan 

program pembinaan anak jalanan dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya, komunikasi yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial adalah komunikasi terbuka kepada Satpol PP, panti sosial dan akademisi 

kampus. Akan tetapi komunikasi tersebut belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan 

sehingga masih terdapat keluhan dari pihak panti sosial mengenai cara Dinas Sosial dalam 

mengkomunikasikan program pembinaan anak jalanan. Bahkan pembinaan anak jalanan yang 

dilaksanakan belum bisa merubah cara pandang anak asuhan di panti untuk tidak lagi kembali ke 

jalanan untuk menjadi anak jalanan. Jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru belum juga berkurang 

secara signifikan, bahkan pada tahun 2023 jumlahnya justru meningkatkan dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

Pelaksanaan program pembinaan anak jalanan hanya akan bisa terlaksana apabila semua 

stakeholder terkait menjalin komunikasi dengan baik, saluran komunikasi yang efektif perlu 
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dibangun dan dikembangkan. Semakin banyak saluran komunikasi yang mapan dikembangkan, 

semakin besar kemungkinan perintah akan disampaikan dengan benar. Dalam 

mengkomunikasikan program pembinaan anak jalanan, pesan yang disampaikan adalah upaya 

bersama dalam mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru (Pangarsa, H.B, 2021). 

2. Sumberdaya 

Sumberdaya merupakan salah satu unsur pendukung implementsi pembinaan anak jalanan 

di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang meliputi, ketersediaan aparat (sumber 

daya manusia) dan ketersediaan anggaran (sumber daya anggaran) untuk keberhasilan 

implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru. 

a) Ketersediaan Aparat Pelaksana (Sumber Daya Manusia) 

Manusia merupakan sumber daya yang paling terpenting dalam mendukung proses 

implementasi kebijakan. Apabila sumber daya manusia kurang dalam hal jumlah maka akan 

mempengaruhi kegiatan para pelaksana kebijakan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia 

juga harus memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugas di dalam organisasi. Dalam 

melaksanakan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru Dinas Sosial memiliki tim 

yang terdiri dari pihak Dinas dan Satpol PP yang jumlahnya dinilai sudah cukup banyak. Sehingga 

diharapkan dengan jumlah personel yang cukup dapat meminimalisir jumlah anak jalanan di Kota 

Pekanbaru dan bisa memberikan pelatihan kepada anak jalanan yang terjaring razia. Berikut ini 

adalah data mengenai jumlah pegawai yang terdapat di Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Tabel 2 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Jenis 

Kelamin 

Golongan Tenaga 

Kontrak 
Total 

II.c III.a III.b III.c III.d IV.a IV.b IV.c 

Perempuan 2 3 0 1 9 6 1 0 32 54 

Laki-laki 1 1 2 2 5 4 2 1 31 49 

Jumlah 3 4 2 3 14 10 3 1 63 103 

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2024 

Jumlah dan kualitas para pelaksana kebijakan pembinaan anak jalanan sudah cukup 

memenuhi kebutuhan personil dalam membina anak jalanan. Jika dilihat dari jumlah bahwa setiap 

pendamping mempunyai tugas pada masing-masing balai pelatihan yaitu LBK dan PSBR, serta 

para pendamping bertanggung jawab mendampingi pengurus rumah singgah mereka masing-

masing. Jadi menurut peneliti dalam proses pembinaan anak jalanan Dinas Sosial tidak bekerja 

secara individual melainkan adanya kerja sama pihak pendamping agar proses pembinaan anak 

jalanan dapat berjalan dengan baik. 

Tetapi, pada saat observasi penulispun ikut berpatroli dengan Tim Pembinaan Anak 

Jalanan Pekanbaru, dan beberapa anggota Satpol PP dan beberapa petugas Dinsos belum maksimal 

menjalankan tugas. Umur yang sudah tidak muda lagi dan kegiatan patroli tersebut identik dengan 

kegiatan lapangan. Hal ini berdampaknya pada kurang optimalnya kegiatan penertiban dan razia 

pada saat kegiatan patroli. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa orang dari pihak Satpol PP 

dan Dinsos yang tidak mampu lagi mengejar para anak jalanan. 

b) Ketersediaan Anggaran Pembinaan (Sumber Daya Dana) 
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Sumber daya dana merupakan hal yang penting pula. Saat SDM dikatakan sudah kompeten 

secara kualitas dan kuantitas, tetapi ketersediaan dana tidak tersedia secara maksimal, maka hal 

tersebut bisa menjadi masalah baru untuk menjalankan implementasi kebijakan pembinaan anak 

jalanan. Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih berharap adanya penambahan dana terutama pada 

kegiatan patroli dan pelatihan keterampilan anak jalanan, dikarenakan beban kerja yang cukup berat 

setiap hari harus dilaksanakan. Berikut ini adalah tabel mengenai anggaran yang dimiliki oleh Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru dalam pembinaan anak jalanan tahun 2023: 

Tabel 3 Jumlah Pendanaan Seksi Pembinaan Anak Jalanan Kota Pekanbaru Tahun 

Anggaran 2023 

No Jenis Kegiatan Jumlah Anggaran 

1 Paket dan Bahan Praktek Pelatihan 

Keterampilan Kerja Untuk Anak Jalanan 

Rp 444.257.000 

2 Patroli (Honor dalam kurun waktu 1 tahun) Rp 1.319.338.500 

Jumlah Rp 1.763.595.500 

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2023 

Berdasarkan tabel 3, diketahui jika dana yang diperoleh Dinsos Kota Pekanbaru dalam 

merealisasikan kebijakan pembinaan anak jalanan sebetulnyaa cukup banyak. Namun, dari hasil 

ketiga pernyataan penulis dapat dari hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa pihak Dinsos Kota 

Pekanbaru menganggap jika dana APBD yang telah diperoleh untuk melaksanakan kebijakan dari 

Perda tersebut masih tergolong kurang, dikarenakan pelaksanaan kegiatan razia yang berjalan 

cukup sering. Kemudian, jumlah para penyandang penyakit social tersebut yang jumlah angkanya 

tidak mudah untuk dikurangi, hal tersebut membuat Dinas Sosial Kota Pekanbaru lebih bekerja 

ekstra tetapi hal tersebut juga harus didukung dari segi finansial. 

Sumber daya Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota 

Pekanbaru dapat disimpulkan bahwasanya sumber daya manusia yang dimiliki dinilai sudah 

cukup, akan tetapi dalam bidang patroli dinilai masih ada yang kurang sehingga pelaksanaan razia 

berjalan kurang maksimal. Untuk sumber daya dana memang saat ini jumlah tidak begitu besar 

dan lebih besar anggaran yang diperuntukkan untuk patroli dibandingkan dengan dana untuk 

melakukan pelatihan kepada anak jalanan yang dibina. Untuk masa yang akan datang seharusnya 

Dinas Sosial menganggarkan lebih besar anggaran untuk pelaksanaan pelatihan untuk 

menyukseskan program pembinaan anak jalanan. Hal ini untuk memberikan dampak nyata kepada 

anak jalanan yang menjalani pembinaan, jika anak jalanan bisa meningkatkan kompetensinya maka 

diharapkan mereka tidak kembali lagi hidup di jalanan. 

3. Disposisi 

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti 

komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka 

implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan 

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sikap 

penerimaan dan penolakan dari pelaksana dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan 
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implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru. 

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Disini Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat dalam 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sesuai dengan peraturan, salah satu fungsi Dinsos 

Kota Pekanbaru adalah “Pengendalian Permasalahan Sosial Berbasis Masyarakat”. 

Faktor Disposisi Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan pembinaan anak jalanan di 

Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwasanya disposisi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru dan pihak terkait dapat dikatakan cukup baik. Para petugas Satpol PP sering mengambil 

keputusan yang dapat mengurangi peningkatan jumlah anak jalanan, namun sering diabaikan oleh 

anak jalanan karena merasa tidak penting. Kepatuhan pelaksana kebijakan dapat dilihat dari 

semakin banyak anak yang kembali ke jalanan dan bagaimana para implementor dapat 

menyelesaiakan masalah anak jalanan tanpa adanya kekerasan fisik terhadap anak jalanan. 

4. Struktur Birokrasi 

Pusat perhatian pada agen pelaksana (struktur birokrasi) meliputi organisasi formal dan 

informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja 

implementasi pembinanan anak jalanan di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. 

Karaketristik agen pelaksana dalam beberapa kebijakan pelaksana kebijakan dituntut untuk ketat 

dan disiplin. Selain itu, cakupan luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan 

agen pelaksana kebijakan. 

 

a) Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Agen Pelaksana 

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan menjamin hak-hak anak jalanan. 

Sebagai sebuah kebijakan yang menjadi landasan bagi para pelaksana kebijakan, maka pemerintah 

melibatkan berbagai stakeholder di dalamnya. Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku pelaksana dari 

kebijakan ini melibatkan berbagai agen pelaksana yang akan membantu tugas pemerintah dalam 

membina anak jalanan di Kota Pekanbaru. Salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial adalah 

patroli ditempat anak jalanan bekerja. Dinas sosial bekerja sama dengan SATPOL PP agar dapat 

menertibkan anak jalanan. 

Setiap pihak yang terkait dalam pembinaan anak jalanan melakukan tugas dan tanggung 

jawab sebagai implementor dalam membantu pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial untuk 

melaksanakan implementasi kebijakan anak jalanan di Kota Pekanbaru. Struktur Birokrasi atau 

agen pelaksana tentunya bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana 

kebijakan yang mempunyai wewenang untuk membina anak jalanan termasuk melakukan 

penertiban pada anak jalanan. 

b) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 
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Standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelengara 

suatu kebijakan. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentunya para pelaksana selalu 

mengunakan pedoman yang dibuat oleh pemerintah demi kepentingan pelayanan kepada 

masyarakat. Para pelaksana kebijakan dalam menjalankan pembinaan mangacu pada Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak jalanan dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan pengembangan bakat seperti pembinaan rohani, moral dan 

etika. 

Struktur Birokrasi atau agen pelaksana Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan 

pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwasanya struktur birokasi Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru dan pihak terkait dapat dikatakan cukup baik. Hanya saja SOP yang 

dilaksanakan dalam program pembinaan anak jalanan belum berjalan maksimal. Harus ada inovasi 

mengenai teknik dan jenis pelatihan yang diberikan kepada anak jalanan yang mendapatkan 

pembinaan. Sehingga dengan demikian maka kemampuan atau kompetensi dari anak jalanan bisa 

meningkat, karakternya juga bisa menjadi lebih baik. 

Diharapkan anak jalanan tidak kembali lagi menjalani hidup ke jalan dan bisa mendapatkan 

kehidupan yang lebih layak setelah mendapatkan program pembinaan dari Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru. Sikap para pelaksana pada dasarnya sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi bidang 

masing-masing, walaupun pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum terlaksana dengan 

maksimal, tetapi komunikasi dan koordinasi selalu dilakukan guna meminimalisir masalah yang 

akan timbul. 

 

 

 

 

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru 

1. Orang Tua yang Kurang Peduli 

Faktor ekonomi yang kuat dapat memaksa orang tua atau kerabat anak jalanan untuk 

memaksa mereka mencari nafkah, bahkan jika itu berarti mereka harus bekerja di sektor yang 

berbahaya atau rawan. Meskipun orang tua menyadari bahwa tindakan mereka merampas hak-hak 

anak, mereka terpaksan melakukannya karena keadaan ekonomi yang sulit. Selain itu juga, faktor 

lingkungan juga dapat mempengaruhi anak-anak untuk menjadi pengamen, penjual asongan, dan 

pekerja jalanan lainnya, terutama jika mereka berasal dari lingkungan yang sama. Faktor paling 

penting yang mempegaruhi proses implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan ialah dari 

pihak keluarga dan dari anak jalanan tersebut. Karena kurang perhatian orang tua yang seharusnya 

memberi nafkah malah anak yang membantu untuk ikut mencari nafkah. 

2. Mental Anak yang Sulit Dirubah 

Faktor penghambat dari lingkup eksternal dalam menangani anak jalanan yaitu anak 

jalanan itu sendiri. Kebiasaan atau mental mereka yang sangat sulit dirubah walaupun sudah 

diberikan pembinaan mereka tetap saja kembali menjadi anak jalanan. Kembalinya anak jalanan 

yang telah mendapatkan pembinaan kejalanan karena beberapa faktor juga karena kebutuhan 

mereka untuk tetap hidup dijalanan yang mengakibatkan kembalinya mereka ke jalanan. Tentu hal 
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ini harus menjadi bahan evaluasi untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk meningkatkan jenis 

dan frekuensi pelatihan kepada anak jalanan yang terjaring razia agar dapat meningkatkan 

kemampuan anak jalanan. Selain itu pihak panti sosial juga harus meningkatkan pendidikan 

karakter kepada anak asuhannya. Sehingga dengan demikian diharapkan jumlah anak jalanan di 

Kota Pekanbaru dapat berkurang dan mereka dapat menjadi sosok yang lebih baik di masa yang 

akan datang. 

 

Kesimpulan 

Penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru ini 

dapat diambil kesimpulannya yaitu: Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan oleh Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur Komunikasi, Sumberdaya, 

Disposisi dan Struktur Birokrasi. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan 

stakeholder terkait adalah komunikasi terbuka, akan tetapi komunikasi tersebut belum berjalan 

sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga masih terdapat keluhan dari pihak panti sosial 

mengenai cara Dinas Sosial dalam mengkomunikasikan program pembinaan anak jalanan. Sumber 

daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial sudah cukup akan tetapi sumber daya anggaran dinilai 

masih kurang. Disposisi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pihak terkait dapat 

dikatakan cukup baik, akan tetapi belum berhasil menurunkan jumlah anak jalanan di Kota 

Pekanbaru. Struktur Birokrasi Dinas Sosial sudah cukup baik, hanya saja SOP yang dilaksanakan 

dalam program pembinaan anak jalanan belum berjalan maksimal. Harus ada inovasi mengenai 

teknik dan jenis pelatihan yang diberikan kepada anak jalanan yang mendapatkan pembinaan. Dalam 

penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan 

pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru yaitu faktor orangtua yang kurang peduli dan mental 

anak yang sulit dirubah. 
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